
BUPATI SUKOHARJO 
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR : 10 TAHON 2009 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO 

BUPATI SUKOHARJO, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 

Mengingat 

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dipandang perlu menetapkan 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sukoharjo; 

) 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan , sebagaimana dimaksud 
huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

5. Undang-Undang . Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Norn or 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu_blik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4029); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Klnerja Instansl Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 
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Menetapkan 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah 
sabagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sukoharjo. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 
dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam 
kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana 
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Daerah tentang APBD. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan 
atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku diberi kewenagan 
tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah. 

8. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan 
Daerah adalah Bupati yang karena jabatanya mempunyai 
kewenangan menyampalkan pertangungjawaban atas 
pelaksanan tersebut kepada DPRD. 

9. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pemegang 
kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah. 
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10. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas 
Daerah dalam periode tahun Anggaran tertentu. 

11. Pengeluaran Daerah adalah semua penerimaan Kas 
Daerah dalam periode tahun Anggaran tertentu. 

12. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas 
Daerah dalam peroide tahun anggaran tertentu yang 
menjadi hak Daerah. 

13. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah 
dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi 
beban Daerah. 

14. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang 
dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan 
Daerah dan Belanja Daerah. 

15. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah 
baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud. 

16. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik 
Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang 
bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau 
berasal dari perolehan lainya yang sah. 

17. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 
Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan 
atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 
mengakibatkan Daerah -menerima dari pihak lain 
sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga 
Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar 
kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim 
terjadi dalam perdagangan. 

19. Sisa Lebih perhitungan APBD tahun lalu adalah selisih 
lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja 
Daerah dan merupakan komponen pembiayaan. 

20. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah 
Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah 
dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan 
Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas 
Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan 
Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah. 

21. Kebijakan Akuntansi Daerah adalah suatu Kebijakan 
yang mengatur tentang perlakuan akuntansi 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mencakup 
definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan 

pengungkapan dalam pelaporan. 
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BAB II 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas 
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan­
aturan, dan praktik-praktik yang spesifik yang dipilih 
oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan. 

Pasal 3 

Penjabaran Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, mengatur mengenai: 

a. peranan dan tujuan pelaporan keuangan; 

b. entitas pelaporan dan entitas akuntansi 

c. dasar hukum pelaporan keuangan; 

d. asumsi dasar; 

e. karakteristik kualitatif laporan keuangan; 

f. kendala informasi yang relevan dan handal; 

g. prinsip akuntansi dan pelaporan akuntansi; 

h. jenis laporan keuangan; 

i. definisi unsur laporan keuangan; 

j. pengakuan unsur laporan keuangan; 

k. pengukuran unsur laporan keuangan; dan 

I. pengungkapan laporan keuangan. 

Pasal 4 

Penjabaran Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tersebut dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati in, dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo. 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal 2 Maret 2009 

SEttARIS DAERAH, 
KABU A ENSUKOHARJO 

~k~ 
Igo. INDRA SURYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
T AHUN 2009 NOMOR 10 

Ditetapkan di sukoharjo 

pada t g al 2 Maret 2009 

& RIYANTO 
,( 

TAN 
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